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Buku ini merinci landasan hukum dan prosedur yang terlibat dalam
penyitaan dan perampasan aset sebagai respons terhadap tindak
kejahatan. Penulis membahas peran kunci penyelidikan dalam
mengidentifikasi dan melibatkan aset yang terkait dengan aktivitas
kriminal, serta menguraikan langkah-langkah peradilan yang
diperlukan untuk pengambilalihan secara sah. Pembaca akan
memahami bagaimana dasar hukum ini dirancang untuk menghukum
pelaku kejahatan dengan cara yang melampaui hukuman
konvensional, dengan fokus pada merampas aset yang diakumulasi
melalui kegiatan ilegal sebagai bentuk hukuman tambahan. Selain itu,
buku ini mengeksplorasi tujuan yang mendasari kebijakan penyitaan
dan perampasan aset ini, termasuk mengurangi insentif ekonomi
untuk terlibat dalam kejahatan dan mendukung keadilan dalam
penegakan hukum. Melalui penuturan mengenai kasus-kasus nyata
dan perkembangan terkini, buku ini memberikan wawasan yang
komprehensif tentang bagaimana praktik ini diimplementasikan
dalam berbagai konteks hukum. Para pembaca akan diberikan
pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan dampak dari
dasar penyitaan dan perampasan aset sebagai instrumen hukum yang
efektif dalam menanggapi dan memerangi kejahatan.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan
buku “Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan”
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari
bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah
sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang
telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir
di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 tentang
dasar hukum penyitaan dan perampasan, bab 2 tentang jenis-jenis
tindak kejahatan dan penyitaan, bab 3 tentang tujuan penyitaan dan
perampasan aset, bab 4 tentang pengelolaan aset yang disita, bab 5
tentang aspek hukum dan etika dalam penyitaan aset, bab 6 tentang
tantangan dan perkembangn terkini, bab 7 penutup.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan
saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir
kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini
bermanfaat bagi para pembaca.
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BAB DASAR HUKUM

PENYITAAN DAN
PERAMPASAN ASET

A. Perampasan Aset

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHAP
menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut
dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.

Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak
secara jelas diterangkan baik secara bentuk maupun
pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata
“barang”, yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP.
Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang
giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data
dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa
telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.

1 and A. T.Eddy, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Tanpa Pemidanaan ( NonConviction Based Asset Forfeiture),” Jurnal
IImiah Advokasi, vol. 9, pp. 19-30, 2023.



BAB

A.

JENIS - JENIS TINDAK
KEJAHATAN DAN
PENYITAAN ASET

Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang
mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh individu
yang memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan atau sektor
swasta. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi secara tidak sah. Korupsi dapat merugikan masyarakat
secara signifikan karena melibatkan praktik yang merongrong
integritas sistem dan lembaga. Praktik korupsi dapat terjadi di
berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat
nasional, dan dapat memengaruhi sektor-sektor seperti
keamanan, kehakiman, dan ekonomi. Dalam konteks
pemerintahan, korupsi dapat terwujud melalui berbagai cara
Suap, sebagai contoh, seringkali terjadi ketika pejabat menerima
imbalan untuk memberikan keputusan yang menguntungkan
pihak tertentu. Proses pengadaan dan lelang juga rentan
terhadap korupsi, dengan adanya kolusi antara pejabat dan
pihak swasta untuk memanipulasi proses tersebut.” Nepotisme,
di mana pejabat memberikan keuntungan kepada keluarga atau
teman, menciptakan ketidaksetaraan dan menghancurkan
prinsip meritokrasi.

7 Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak

Pidana Korupsi, 2008, Refika Aditama, Bandung.
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BAB TUJUAN PENYITAAN

DAN PERAMPASAN
ASET

A. Menghukum Pelaku Kejahatan

Penghukuman pelaku kejahatan melalui penyitaan dan

perampasan aset adalah aspek penting dari sistem hukum yang

bertujuan memberikan sanksi tambahan kepada mereka yang

terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini dianggap sebagai aspek

penting dari sistem hukum dengan beberapa pertimbangan dan

tujuan yang mendalam:13

1. Hukuman Finansial yang Merugikan

a. Proses penyitaan dan perampasan aset merupakan

tindakan hukum yang efektif dalam menciptakan
hukuman finansial yang signifikan bagi pelaku kejahatan.
Dengan merampas properti atau aset yang terkait erat
dengan tindakan kriminal, pemerintah dapat memberikan
dampak ekonomi yang kuat sebagai bagian integral dari
konsekuensi hukum. Keberhasilan proses ini terletak
pada kemampuannya untuk memotong jalur finansial
pelaku kejahatan, menciptakan kerugian yang dapat
dirasakan secara langsung, dan memberikan sanksi yang
sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang
dilakukan.

13 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan
Pancasila, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta.
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BAB

A.

PENGELOLAAN
ASET YANG DISITA

Proses Pengelolaan

Proses pengelolaan aset yang disita akibat tindak
kejahatan di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang
diatur oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dan
mencegah kejahatan. Penyitaan aset merupakan langkah awal,
di mana otoritas penegak hukum, seperti Kepolisian atau
Kejaksaan, menyita properti atau kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak kejahatan. Setelah itu, dilakukan penyelidikan
mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang
mendukung klaim bahwa aset tersebut terkait dengan tindak
kejahatan tertentu. Pada tahap ini, proses hukum dilibatkan, dan
pihak berwenang mengajukan gugatan hukum ke pengadilan
untuk melegitimasi penyitaan tersebut.'®

Proses pengadilan kemudian menentukan apakah aset
dapat disita secara sah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan
untuk menyita aset, langkah selanjutnya melibatkan
pengelolaan aset tersebut. Pengelolaan ini dapat mencakup
penjualan, pelelangan, atau pengelolaan langsung oleh lembaga
yang ditunjuk, seperti Badan Pemberantasan Korupsi (KPK)
atau Kejaksaan Agung. Dana yang diperoleh dari pengelolaan
aset tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung
upaya pencegahan kejahatan, memperkuat penegakan hukum,

16 R. Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat

Korupsi. 2017
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BAB ASPEK HUKUM DAN

ETIKA DALAM
PENYITAAN ASET

A. Prinsip - Prinsip Keadilan

Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset dengan Prinsip-Prinsip Keadilan menandakan
komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang seimbang
dan  bermoral. Keberhasilan sebuah undang-undang
perampasan aset tidak hanya diukur dari kapasitasnya dalam
menindak kejahatan dan merampas aset hasil dari aktivitas
kriminal, tetapi juga dari sejauh mana undang-undang tersebut
mampu menjaga integritas dan keadilan hukum.!® Prinsip-
prinsip keadilan, seperti keterbukaan, kesetaraan, dan kepastian
hukum, memberikan arahan etika yang diperlukan untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa
setiap individu dihadapi dengan perlakuan yang adil di bawah
hukum. Pentingnya harmonisasi ini terletak pada upaya untuk
menghindari ketidakseimbangan antara kebutuhan
menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Sebagai
contoh, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa tindakan
perampasan aset sejalan dengan tingkat kejahatan yang
dilakukan, menghindarkan sanksi yang berlebihan yang
mungkin merugikan hak-hak dasar individu. Demikian juga,
prinsip presumpsi tak bersalah menempatkan beban
pembuktian pada pihak penuntut, menegaskan hak setiap

18 Marzuki Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta:
Prenamedia Group.
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BAB

TANTANGAN DAN
PERKEMBANGAN TERKINI
DALAM PENYITAAN ASET

A. Tantangan Dalam Penyitaan Aset

Penyitaan aset memiliki peran krusial dalam upaya
penegakan hukum terhadap tindak kejahatan. Tindakan ini
tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku
kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi insentif
ekonomi yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Namun,
kendati memiliki tujuan yang mulia, proses penyitaan aset tidak
jarang dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat
merumitkan pelaksanaannya. Tantangan pertama terletak pada
kompleksitas ~ hukum  yang  melibatkan aspek-aspek
internasional. Keberadaan aset di luar yurisdiksi negara yang
melakukan penyitaan dapat menimbulkan kendala serius.
Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi
hambatan dalam pencapaian tujuan penyitaan. Selain itu,
kerahasiaan penyelidikan juga menjadi aspek penting yang bisa
terganggu jika terlibat dalam proses peradilan yang terbuka. Ini
memunculkan dilema antara perlunya menjaga kerahasiaan
informasi demi keberhasilan penyelidikan dan kebutuhan untuk
mematuhi prinsip-prinsip transparansi hukum.

Tantangan lainnya muncul dari upaya penyamaran aset
yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mereka dapat
mentransfer atau menyamarkan kepemilikan aset untuk
menghindari proses penyitaan. Keberhasilan penyitaan juga
sangat tergantung pada evaluasi yang akurat terhadap nilai aset
tersebut, terutama jika melibatkan aset kompleks atau dengan
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BAB
PENUTUP

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan
aset dan perampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor) serta
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih
menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat
peraturan perundang-undangan yang mengatur proses tersebut,
implementasinya di lapangan dinilai belum memadai.
Pelaksanaannya masih terlalu sederhana dan mengalami berbagai
kendala, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga penegak
hukum, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, dan
minimnya peralatan teknologi modern. Kendala tersebut
menciptakan situasi di mana proses penyitaan dan perampasan aset
tidak dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal. Selain itu,
tantangan dalam pengembalian aset yang berada di luar wilayah
yurisdiksi Indonesia semakin mempersulit upaya negara untuk
memulihkan kerugian keuangan. Perlunya reformasi lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas
lembaga penegak hukum, dan penguatan kerjasama internasional
menjadi krusial agar negara dapat lebih berhasil dalam menghadapi
dan mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana
ekonomi, memberikan efek jera, dan memulihkan integritas
keuangan negara.

Ketentuan perampasan aset yang bertujuan untuk
pengembalian aset di luar negeri dengan cara menjalin kerjasama
melalui jalur Mutual Legal Assistant (MLA), belum ada ketentuan
khusus yang mengatur pelaksanaanya secara spesifik, sehingga
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